BAB I1
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PENGGUNAAN VISUALISASI PRODUK SUSU KENTAL MANIS OLEH
PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG — UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Pustaka mengenai Perlindungan Konsumen
1. Tinjauan mengenai Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan
martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang
dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
keseawenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang
akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan
konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak
pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-
hak tersebut.??

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau
upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang
olen penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk
mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.?*

23 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2005, him. 22
24 Ibid, him. 44
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Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman
kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK
atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan
secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang
dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan
Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai
dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat
yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita
hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara
kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan

kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4

unsur :
a. Kepastian Hukum (Rechtstaat)
b. Kemanfaatn Hukum (Zeweckmassigkeit)

C. Keadilan Hukum (Gerechtigkei)
d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).?®
Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia,

agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan

% Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009 him. 43
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secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal,
damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan
melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki
kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan
yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat
mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya
kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat
mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.
Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus
memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum
dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan
mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat
melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang
senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud
tujuan hukum secara umum: Kketertiban, keamanan, ketentraman,
kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum
tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat
umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Dengan demikian, kepastian

hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan
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yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan
hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa
saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap
individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-
undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim
antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya
untuk kasus serupa yang telah diputuskan.?®

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian
hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan
pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan
dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus
menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya
dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya
peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.?’

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa
perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman
terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadahak
asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi

rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara

158

2% peter Mahmud Marzuki. Pengantar llmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. him. 157-

21 “Beberapa Teori Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam E-Commerce” at

http://ejournal.uajy.ac.id/319/4/2MIH01712.pdf, diunduh 2 Januari 2019.
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Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta
penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana
perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan
hukum preventif dan represif.

Menurut Sri Handayani konsumen (sebagai alih bahasa dari
consumen), secara harfiah berarti" seseorang yang membeli barang
atau menggunakan jasa" atau "seseorang atau sesuatu perusahaan yang
membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" juga
"sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediakan atau
sejumlah barang", ada pula yang memberikan arti lain yaitu konsumen
adalah "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam
berbagai perundang-undangan negara”.

Sejalan dengan Sri Handayani, Az. Nasution juga menjelaskan
beberapa batasan tentang konsumen, yakni :

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau
jasa digunakan untuk tujuan tertentu;

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan
barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat
barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);

C. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi
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kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga

dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).?

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) pengertian konsumen adalah “setiap
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah
hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang
bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi
kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan
dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.?

Hukum perlindungan konsumen timbul karena adanya posisi
konsumen yang sangat lemah, sehingga perlu mendapat perlindungan
hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum ini adalah
memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
Hukum perlindungan merupakan bagian dari hukum konsumen yang
memuat asas-asas dan kaidah-kadiah, dan bersifat mengatur dan juga

mengandung sifat melindungi konsumen.

,him. 7.

28 Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000

2 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, him. 9
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Hukum perlindungan konsumen tidak dapat berdiri sendiri
sebagai suatu sistem, tetapi harus terintegrasi ke dalam sistem
perekonomian, yang didalamnya terlibat para pelaku usaha. Dalam
sistem perekenomian yang makin kompleks, akan berdampak pada
perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara produsen dan
konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.*°

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya
dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat
dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan,
mengingat produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan
konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran.

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat
makin lajunya ilmu pengetahuan dan tekonologi yang merupakan
motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang
dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran

usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik

30 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2013, him. 21.
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langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya

merasakan dampaknya.3!

2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Setiap undang-undang yang dibuat, biasanya dikenal sejumlah
asas atau prinsip yang mendasari ditertibkannya undang-undang itu.
Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan
peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan,
maka runtuhlahbangunan undang-undang itu dan segenap peraturan
pelaksanaannya. Demikian pula upaya perlindungan konsumen di
Tanah Air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah
diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan
praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum
perlindungan konsumen memliki dasar pijakan yang benar-benar
kuat®2,

Berdasarkan  Pasal 2  Undang-Undang  Perlindungan
Konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut,
perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional,

yaitu: 3

31 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar
Maju, Bandung, 2000 him. 23.

32 |bid hIm 30

33 Mariam Darus Badrulzaman, Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Binacipta,
Bandung, 1986, him. 56



38

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa
segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan
konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan.

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat
dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya
secara adil.

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha,
dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan
untuk diberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan
kepada konsumen dalam penggunaan, dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh
keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen,
serta negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan kelima asas perlindungan konsumen tersebut

dapat dikatakan bahwa tampaknya Pembentukan Undang-Undang
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menyadari bahwa perlindungan konsumen ibarat sekeping uang logam
yang memiliki dua sisi yang berbeda, satu sisi merupakan sisi
konsumen, sedangkan sisi yang lainnya pelaku usaha dan tidak
mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua
sisinya sekaligus.®*

Masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus.
Adapun tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, meliputi:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian

konsumen untuk melindungi diri;

(o

. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarinya dari ekses negatif pemakaian barang

dan/atau jasa;

o

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai

konsumen;

o

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh

sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

3 1bid, him. 58
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f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini,

merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada

itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan

pembangunan dibidang hukum perlindungan konsumen.3®

3. Hak dan Kewajiban Konsumen
Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum.
kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi,
sehingga dapat dikatan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang
pemenuhannya dilindungi oleh hukum.3®
Pada dasarya hak didasari oleh tiga hal yaitu:
a.  Hak manusia karena kodratnya;
Yaitu hak yang kita peroleh sejak lahir. Seperti hak untuk
hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu
gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin
pemenuhannya. Hak inilah yang disebut hak asasi.

b. Hak yang lahir dari hukum;

% |bid, him. 59

% Sidabalok Janus, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2006, hIm.68
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Yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada
manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga
masyarakat.
c. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan
orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian.
Yaitu hak yang didasarkan pada perjanjian/ kontrak antara
orang yang satu dengan yang lain. Contohnya peristiwa jual
beli. Hak pembeli adalah menerima barang, sedangkan hak
penjual adalah menerima uang.*’
Dengan demikian, hak-hak konsumen itu terdiri dari:
1) Hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup);
2) Hak konsumen sebagai subyek hukum dan warga negara
(yang bersumber dari undang-undang atau hukum); dan
3) Hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dalam
hubungan kontrak dengan konsumen-pelaku usaha).®
Menurut Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:
a. Hak atas kenyaman, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan;

37 Janus Sidalabok, Op.Cit., him. 29
38 1bid, him. 30.
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Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/
atau jasa yang digunakan;

Hak untuk memdapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
Hak untuk memdapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
Hak-hak yang diatur dalam  ketentuan  peraturan
perundangundangan lainnya.®

Selanjutnya masing-masing hak-hak konsumen tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

a.

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang dan/atau jasa;

Konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman,
dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen
harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam

kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau

3 R. I., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab

I, Pasal 4
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mengonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian,
setiap produk baik dari segi komposisi bahan, kontruksi,
maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan
kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk
tertentu sesuai dengan kebutuhannya, Kebebasan memilih ini
berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku
usaha.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar
konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang
suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen
dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya
serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam
penggunaan produk.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang

dan/atau jasa yang digunakan;
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Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar
tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri
dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang
berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu
apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut
kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya
kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk,
atau yang berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.
Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun
secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung
maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui
YLKI

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
Pelaku usaha tentu memahami mengenai barang dan/atau jasa,
sedangkan di sisi lain, konsumen sama sekali tidak memahami
proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga posisi
konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena
itu, konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta
upaya penyelesaian sengketa secara patut.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan

konsumen;
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Konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan
mengenai mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang baik.
Produsenpelaku usaha wajib memberi informasi yang benar
dan mendidik sehingga konsumen makin dewasa bertindak
dalam  memenuhi  kebutuhannya, bukan  sebaliknya
mengeksploitasi kelemahankelemahan konsumen terutama
wanita dan anak-anak.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama.
Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada
semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi,
agama, suku, kekayaan, maupun status sosial.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan
keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan
barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.
Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur
tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar

pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.
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Hak-hak  yang diatur dalam  ketentuan  peraturan
perundangundangan lainnya.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Adanya
ketentuan ini  membuka kemungkinan berkembangnya
pemikiran tentang hak-hak baru dari konsumen di masa yang
akan datang, sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen

adalah:

a.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi
keamanan dan keselamatan;

Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Selanjutnya masing-masing kewajiban konsumen tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut:

1)

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi

keamanan dan keselamatan;
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3)

4)
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Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha
menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu
produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang
telah disampaikan kepadanya

Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju
pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu
saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk
dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan
transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha
kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak
barangdirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).
Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar
yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah
biasa dan sudah semestinya demikian.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut:

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelesan lebih lanjut
adalah kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum
sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini

dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya
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UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus
seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus
pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh
aparat kepolisian dan/atau kejaksaan. Adanya kewajiban
seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab
kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk
mendapatkan upaya penyelessaian sengketa perlindungan

konsumen secara patut.*

Pustaka mengenai Visualisasi Iklan di Indonesia

Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Visualisasi

Visualisasi adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang

digunakan untuk menjelaskan sesuatu dengan gambar,animasi atau

diagram yang bisa dieksplor,dihitung dan dianalisis datanya. Menurut

McCormick visualisasi memberikan cara untuk melihat yang tidak

terlihat. Beberapa hal yang menyusun terbentuknya visualisasi :

a.

b.

C.

d.

penggunaan tanda-tanda (signs)
gambar (drawing)
lambang dan simbol

Imu dalam penulisan huruf (tipografi)

40 1bid, him. 50
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e. ilustrasi dan warna.*!

Visualisasi merupakan upaya manusia dalam
mendeskripsipkan maksud tertentu menjadi sebuah bentuk informasi
yang lebih mudah dipahami. Biasanya pada jaman sekarang manusia
menggunakan  komputer.  Visualisasi  berkembang  dengan
perkembangan teknologi ,diantaranya rekayasa, visualisasi iklan,
visualisasi  disain produk, pendidikan, multimedia interaktif,
kedokteran, dll. Pada dasarnya visualisasi digunakan untuk
mendiagnosa dan menganalisis data yang ditampilkan agar dapat
memprediksi kesimpulan.

Teks visual berupa iklan koran dan majalah yang dibuat pada
tahun 1950-an. Meneliti teks visual untuk mencari tentang apa arti dan
bagaimana maksud dikomunikasikan, mengupas makna yang
tersembunyi terutama bila memandang karya yang dibuat di masa lalu

Pengambaran ilustrasi iklan banyak menggunakan figur
manusia yang representasinya berkaitan dengan produk dan sasaran
iklan, misalnya produk-produk untuk khalayak sasaran ibu rumah
tangga seperti margarin, minyak goreng dan sabun, menggambarkan
figur wanita yang kurang lebih menyerupai sasaran iklan. demikian
pula produk-produk untuk pria seperti minyak rambut dan pasta gigi.
Berbagai figur yang digambarkan dalam iklan, dengan model pakaian,

gaya rambut, hingga gestur atau bahasa tubuh tertentu begitu juga

4 Taufik H. Simatupang, Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan
Konsumen, Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung him 43
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dengan produk susu kental manis yang digambarkan dalam iklan pada
kaleng susunya dapat di konsumsi setiap hari oleh anak-anak, padahal

susu kental manis tidak seharusnya di minum tiap hari.

2. Jenis-Jenis Visualisasi Iklan di Indonesia

Dalam dunia perdagangan, iklan diperlukan sebagai sarana
untuk menginformasikan produk kepada khalayak sasaran, spesifikasi,
manfaat, harga, dan bagaimana cara memperolehnya. Iklan merupakan
gabungan antara unsur verbal berupa kata-kata dan unsur non verbal
berupa gambar, sehingga perpaduan antara keduanya menjadi
komunikasi yang efektif. Komunikasi Periklanan merupakan salah satu
bentuk komunikasi khusus untuk memenuhi fungsi pemasaran,
membujuk khalayak ramai agar berperilaku sedemikian rupa agar
membeli produk yang diiklankan.

Dalam perkembangannya iklan bukan hanya sebagai sarana
informasi, tetapi sudah menjadi sarana persuasi. Sebagian besar kata-
kata yang ditulis pada iklan mengandung unsur membujuk agar
memakai produk yang divisualisasikan dalam iklan tersebut. Iklan
menjadi komoditi pertukaran nilai-nilai dengan mengolah mitos-mitos
yang dikonstruksi dari produk menjadi ideologi, sehingga dapat
membentuk gaya hidup tertentu dalam suatu masyarakat. Jika iklan
menjadi perwujudan simbolik yang dikonstruksi dari budaya tertentu,

maka upaya yang dilakukan oleh pengiklan adalah membangun budaya
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yang ada di benak khalayak penerima. Maka dalam hal ini iklan
berperan sebagai unsur pembentuk budaya.

Dengan kata lain, iklan memberitahu kepada banyak orang
mengenai barang dan jasa yang dijual, dipasang di media massa seperti
koran dan majalah atau tempat-tempat umum. Secara umum, iklan
berwujud penyajian informasi nonpersonil tentang suatu produk,
merek, perusahaan, atau toko yang dijalankan dengan kompensasi
biaya tertentu. Maka dari itu, iklan berupa proses komunikasi yang
memiliki tujuan membujuk atau menarik orang banyak untuk
mengambil tindakan yang menguntungkan pihak yang membuat iklan.

Jenis-jenis iklan yang menggunakan visualisasi sebagai bidang
dalam komunikasi kepada konsumen dengan tujuan membujuk atau
menarik orang banyak untuk membeli produk dalam iklan tersebut,
beberapa contoh iklan yang mennggunakan visualisasi sebagai
medianya:

a. Media Cetak atau Iklan Cetak
Sebelum ada media massa yang lain, seperti radio dan
televisi, suratkabar, majalah, koran, poster, spanduk, tempelan
dalam produk telah menjadi media iklan yang utama sejak dua
ratus tahun yang lalu Bisa dikatakan, surat kabar, majalah,
koran, tempelan dalam produk serta poster dan spanduk tidak

akan bertahan hidup tanpa ada iklan yang dipasang.
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Koran hampir sama layaknya dengan suratkabar
begitupun isi iklanya sama-sama menggunakan iklan dengan
metode iklan baris, yang akan menjadi basi dengan rentang
tertentu biasanya keesokan harinya berita atau iklan koran
tersebut sudah kadaluarsa karena telah ada koran baru yang
terbit di hari esok.

Iklan dalam tempelan produk dalam hal iklan ini hanya
memuat informasi atau beserta gambar dalam tempelan
tersebut untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli
produk tersebut sama halnya dengan poster, sedangkan poster
bisa jadi bukan hanya suatu produk tertentu untuk dijual tapi
bisa jadi ajakan untuk melakukan kegiatan tertentu.

Berkembangnya zaman media cetakpun meluas
menjadi produksi massal yang bertujuan menarik sebanyak-
banyak orang untuk membeli produk yang dari di iklan
tersebut sehingga adanya media elektronik, dalam media
elektronik  khususnya dalam visualisasi produk iklan
digunakan oleh media TV, internet dapat dibuka melalui
gadget atau laptop agar mudah dilihat oleh orang banyak yang
bisa berbentuk gambar dan video.

Dalam iklan khususnya iklan susu kental manis atau
sekarang disebut krimer kental manis pada gambar atau video

iklan mereka yang tayang di TV atau internet digambarkan
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seolah-olah susu kental manis atau krimer kental manis
tersebut dapat dikonsumsi tiap hari dengan diseduh air
selayaknya dapat dikonsumsi seperti produk susu pada

umumnya.

C. Pelaku Usaha
1. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen-pelaku usaha diartikan sebagai pengusaha yang
menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini, termasuk di
dalamnya pembuat, grosir, dan pengecer. Produsen tidak hanya
diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan
produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan
penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.*?

Dalam konteks perlindungan konsumen, produsen-pelaku
usaha diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya
dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka
produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan
makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan
konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir,
importer, dan pengecer.

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha

42 Janus Sidalabok, Op.Cit., him. 13
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adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Sepertinya halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak

dan kewajiban. Hak Pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 6 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 adalah:

a. Hak untuk menerima pebayaran yang sesuai dengan
kesepkatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang bertitikad tidak baik;

C. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya didalam
penyelesaian sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainya.
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Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah:

a.

b.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau
diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan
konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya masing-masing kewajiban pelaku usaha tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut:

1)

Beritikad baik;
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3)

4)

5)
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Kewajiban beritikad baik berarti produsen-pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya dengan
itikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-
aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.

Memberi informasi;

Kewajiban memberi informasi berarti produsen-pelaku usaha
wajib memberi informasi kepada masyarakat konsumen atas
produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang
dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah infornasi yang
benar, jelas, dan jujur.

Melayani dengan cara yang sama;

Kewajiban melayani berarti produsen-pelaku usaha wajib
memberi pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur
serta tidak membedabedakan cara ataupun kualitas pelayanan
secara diskriminatif.

Memberikan kesempatan mencoba;

Kewajiban memberi kesempatan berarti produsen-pelaku
usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk
menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen
memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud
agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian
produk dengan kebutuhannya.

Memberi Kompensasi;
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Kewajiban memberi kompensasi berarti produsen-pelaku
usaha wajib memberi konpensasi, ganti rugi, dan/atau
penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya
produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya
dan karena tidak sesuainya produk yang diterima dengan yang

diperjanjikan.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen
yang dibebani 2 jenis pertanggung jawaban yaitu:
a. Pertanggung Jawaban Publik
Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan
kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim
usaha yang sehat, yang menunjang bagi pembangunan
perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu,
produsen-pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas
pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yakni melalui penerapan
norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi
kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha.
Kewajiban produsen-pelaku usaha untuk senantiasa
beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (Pasal 7
ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen) berarti pelaku usaha
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ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha
yang sehat demi menunjang pembangunan nasional.

Banyak ketentuan di dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen yang bermaksud mengarahkan
produsen-pelaku usaha untuk berprilaku sedemikian rupa
dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional,
khususnya di bidang usaha. Atas setiap pelanggaran yang
dilakukan oleh produsen-pelaku usaha maka dikenakan
sanksisanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi
pidana.

Pemberian sanksi penting untuk mengingat bahwa
menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan
keseriusan dan ketegasan. Untuk itu sanksi merupakan salah
satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula
manakala telah terjadi pelanggaran sekaligus sebagai alat
preventif bagi produsen-pelaku lainnya sehingga tidak terulang
perbuatan yang sama.

Bentuk pertanggungjawaban administraftif yang dapat
dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di dalam
Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti

kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 terhadap
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pelanggaran atas ketentuan tentang kelalaian membayar ganti

rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3)).

Pertanggung Jawaban Privat

Menurut Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

tanggung jawab pelaku usaha adalah:

1)

2)

3)

4)

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti
rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa
yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pengembalian uang atau penggantian barang
dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang
waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan
adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih

Injut mengenai adanya unsur kesalahan;
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5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat
membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan
kesalahan konsumen.*

Yang dimaksud dengan Pasal 19 Undang-undang
Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita
kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau
kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk
yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib
memberi  penggantian  kerugian, baik dalam bentuk
pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun
dengan pemberian santunan. Penggantian Kkerugian itu
dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal
transaksi.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak memaksudkan
supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi
merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi
penggantian kepada konsumen. Namun demikian, dengan
memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud disini adalah kalau kesalahan tidak pada
konsumen tetapi pada produsen. Jika sebaliknya kesalahan ada

pada konsumen, produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.

4 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung
JawabProduk, Pantai Rei, Jakarta, 2005, him. 35
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Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen antara lain:**

Product liability

Product liability adalah tanggungjawab
perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku
usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat
menggunakan produk yang dihasilkan.
Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada
Perbuatan Melawan Hukum (tortius liability). Unsur-
unsur dalam tortius liability antara lain adalah unsur
perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan
hubungan kasualitas antara perbuatan melawan
hukum dengan kerugian yang timbul. Product
Liability akan digunakan oleh konsumen untuk
memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen
sekalipun konsumen tidak memiliki kontraktual
dengan pelaku usaha tersebut. Ketentuan ini terdapat
dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan
Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung  jawab

memberikan ganti rugi atas kerusakan,

4 Sylvia Diansari dkk, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha dalam Hukum
Perlindungan Konsumen” (Makalah diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan),

2010, him. 5.
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pencemaran dan/atau kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan

atau diperdagangkan.”

Criminal Liability

Yaitu pertanggungjawaban pidana dari
pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha
dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai
adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam
Pasal 22 Undang-undang Perlindungan Konsumen,
yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada
atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-
undang Perlindungan Konsumen, vyaitu kerusakan,
pencemaran dan/atau erugian yang dialami konsumen
merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha,
tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan
pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu
diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan
konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa
yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai
batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan

kepadanya.
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Tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perdata dapat
melakukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan pelanggaran atas
wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam
penerapan ketentuannya, terdapat perbedaan penting antara ganti
kerugian wanprestasi dengan ganti kerugian perbuatan melawan
hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi,
maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan
konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga
(bukan pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut
ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang
diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak
dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa
kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam
perjanjian.*®

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada
perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi),
tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan
hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen
dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan
oleh setiap pihak yang dirugika, walaupun tidak pernah terdapat
hubungan pejanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan

demikian, pihak ketigapun dapat menuntut ganti kerugian. Untuk

4 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op. cit., him. 127-128
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dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus
merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti
bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi
unsurunsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, ada kerugian,
ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan

kerugian serta ada kesalahan.



